
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
r)'"7t::C\.

Mengingat

a. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata
Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap
Bendahara dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian
NegarajDaerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan
Bendahara Atau Pejabat Lain, untuk mengembalikan
kerugian Daerah yang disebabkan oleh perbuatan
melanggar hukum atau ke1alaian karena tidak
melaksanakan kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil dan
j atau tenaga lain yang digajij atau memiliki penghasilan
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang
disebabkan tindakannya baik langsung atau tidak
langsung Daerah menderita kerugian, maka kepadanya
diwajibkan mengganti kerugian;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Majelis dan
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu membuat Petunjuk Teknis Penyelesaian
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
Keuangan dan Barang Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan
Barang Daerah;

Menimbang
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 ten tang
Sistem Pengendalian Intem Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ten tang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran
Nezara Reoublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
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Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara / Daerah Terhadap
Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5934);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penye1enggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997
ten tang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti
Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negari Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

19. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti
Kerugian Negara Terhadap Bendahara dan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 ten tang Tata Cara
Tuntutan Ganti Kerugian NegarajDaerah Terhadap
Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun
2017 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
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1 () Rpnn!'=l h!'=lr!'=lROR lR h seria o orarie atau badan yang diberi tugas untuk dan atas

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.

4. Tuntutan Perbendaharaan selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara
perhitungan terhadap Bendaharawan, jika dalam pengurusannya terdapat
kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendaharawan yang bersangkutan
diwajibkan mengganti kerugian.

5. Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TGR adalah proses tuntutan
terhadap Pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendaharawan dengan
tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatan melanggar
hukum dan atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan
kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun
tidak langsung Daerah menderita kerugian.

6. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TP
TGR, adalah suatu proses Tuntutan melalui TP dan TGR bagi Bendaharawan
dan atau pegawai bukan Bendaharawan yang merugikan keuangan dan
barang Daerah.

7. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo Buku Kas
,---,. dengan saldo Kas atau selisih kurang an tara Buku Persediaan Barang dengan

sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain
yang ditunjuk.

8. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan Daerah yang disebabkan
oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian Bendaharawan atau
Pegawai bukan Bendaharawan, dany atau disebabkan sesuatu keadaan diluar
dugaan dan diluar kemampuan manusia (force majeure).

9. Barang adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah baik yang dimiliki
maupun dikuasai yang berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak
beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang
dapat dinilai, dihitung, diukur ataupun ditimbang termasuk hewan dan
tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.

Pasal 1

BABI
KETENTUANUMUM

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTANGANTIRUGIKEUANGANDANBARANGDAERAH.

Menetapkan

!vlEMUTUSKAN
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tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

12. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya
terhadap warisan, hak, kewajiban dan tanggungjawab untuk seluruhnya atau
sebagian.

13. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah Pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.

14. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKDadalah
tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah.

15. MajelisPertimbangan Penyelesaian Kerugian NegarajDaerah yang selanjutnya
disebut Majelis adalah para pejabat j pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan
oleh PresidenjMenterijPimpinan LembagajGubernur, Bupati atau Walikota
untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian kerugaian
Negaraj Daerah.

16. Aparat Pengawas Fungsional adalah Badan Pemeriksan Keuangan, Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal, Inspektorat
Provinsi dan Kabupaten.

17. Perhitungan ex offcio adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang
dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk ex offcio apabila Bendaharawan yang
bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau berada dibawah
pengampuan danjatau apabila yang bersangkutan tidak membuat
pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya, namun
sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak
membuat perhitungan dan pertanggungjawaban.

18. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian Daerah yang proses TP nya
untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia
tanpa ahli waris, melarikan diri tidak diketahui alamatnya.

19. Pembebasan adalah membebaskanjmeniadakan kewajiban seseorang untuk
membayar hutang kepada Daerah yang menurut hukum menjadi
tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting
tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah,
Dalam hal ini Daerah melepaskan hak tagihnya sehingga "hak tagih" itu
menjadi bebas seluruhnya atau hanya sebagian tertentu.

20. Penghapusan adalah penghapusan tagihan daerah dari Administrasi
Pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya
maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu,
kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.

21. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai yang
melanggar Peraturan Disiplin Kepegawaian berdasarkan ketentuan yang
berlaku.

22. Tidak layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari
aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik dan non fisik dipandang tidak
mampu menyelesaikan kerugian Daerah.

'):~ Ppm hF'hRnRn RciR Ia h oenetaoan iumlah ker'uzian Daerah yang harus
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(1) TPKD menyampaikan laporan kepada Majelis Pertimbangan Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah
tentang hasil rapatjhasil pembahasan zhasil pemantauan pe1aksanaan
pemulihan kerugian Daerah paling lambat pada hari ketiga sesudah
rapatj pembahasanj pemantau dilaksanakan.

(2) Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Pasa16

Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
Keuangan dan Barang Daerah menyelenggarakan rapat secara periodik atau
sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.

Pasal5

Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
Keuangan dan Barang Daerah dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh TPKD.

Pasa14

Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
Keuangan dan Barang Daerah dalam menjalankan tugasnya berlandaskan pada
Petunjuk Teknis Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
Keuangan dan Barang Daerah dan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang
undangan lainnya.

Pasa13

Pe1aksanaan TP-TGRdalam Peraturan ini diberlakukan terhadap Bendaharawan
dan atau Pegawai bukan Bendaharawan baik langsung atau tidak langsung
merugikan Daerah.

Pasa12

BABII
RUANGLINGKUP

26. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya
disebut SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Bupati yang
mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian
Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat
lain.

Daerah, dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)dan surat kuasa
menjual.

25. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang
selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Bupati atau
Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah j Kepala Satuan Kerja dalam
hal SKTJMtidak mungkin diperoleh.
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SEKRETARISDAERAHKABUPATENTABALONG,

Diundangkan di Tanjung
pad a tanggal

H. ANANGSYAKHFIANI

I
Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal9

Pengaturan lebih lanjut tentang penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah sepanjang menyangkut teknis
pelaksan.aannya diatur lebih lanjut oleh Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal8

BABIV
KETENTUANPENUTUP

(1) Penyelesaian Kerugian terhadap Bendahara (TP) dilakukan berdasarkan
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 tahun
2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap
Bendahara.

(2) Penyelesaian Kerugian Daerah terhadap non Bendahara (TGR)dilaksanakan
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 Tata Cara Tuntutan
Ganti Kerugian NegarajDaerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara
Atau Pejabat Lain dengan cara :
a. Penyelesaian secara damai;
b. Penyelesaian secara paksa;
c. Penyelesaian secara Perdata j pidana.

Pasal7

BABIII
PENYELESAIANKERUGIANDAERAH
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